


PEMERINTAH KABUPATEN ROBOGAN

KECAMATAN PURWODADI
DESA GENUKSURAN

JI. Kartini No.24 Telp. (0292) 423353 Kode Pos 58151

KEPALA DESA GENUKSURAN

KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN GROBOGAN

PERATURAN DESA GENUKSURAN
NOMOR 5 TAHUN 2025
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA GENUKSURAN

Menimbang :

Mengingat

TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GENUKSURAN

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai
wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan
secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-
besarnya kemakmuran masyarakat desa;

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
Anggaran 2026 termuat dalam Peraturan Desa tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2026 yang disusun sesuai dengan kebutuhan
penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip
kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan,
berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga
menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan
pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil
makmur dan sejahtera; ’
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di

dalam huruf a dan huruf b, perlu menitapkan g?aatisgﬁ
Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
Tahun Anggaran 2026.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tep
: tan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014gN(?n§<S)a

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia N .

5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah t raokmhgr

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 :: i

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 ?I‘l:lthat?g
n

2014 tentang Desa (Lembaran Negara :
Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Rli‘:;:bhk Indonesia
Republik Indonesia Nomor 6914); Negara
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: Tahun
peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Norx;or( L:mbaran
2016 tentang Penataan dan Penetapan Se; phlyrs
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 No i 5. Ao
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nokr’n o Dess
2016 tentang Kewenangan dan Kelem ’?‘ghun o1k
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan 1a

Nomor 5); 8 Tahun
r bogan Nomor
Petafurar] Denih KR I ORAE PUE S (Lembaran Daerah

2016 tentang Keuangan dan Aset Desa
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 8, };Farrlnbgg?g
Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahu
Nomor 8);
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 5 Tahl;g
2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menen% .
Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupate
Grobogan Tahun 2025 Nomor 5);
Peratugraar:l Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 20}4 tentan}%
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daera
Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 56) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor lé‘l
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang
Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan
Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2014 Nomor 57) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 13
Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi
Daerah kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2024 Nomor 13);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015 tentang
Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Dj Desa dan
Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016
Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35
Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 68);
gzgégr;:wiigiu Gr%bogan Nomor 23 Tahun 2019 tentang
gan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan

Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Grobogan

Beri
{2 si?ta Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tah
Badan Permusyawaratan Desa (Berita D
Grobogan Tahun 20 19 Nomor 32);

Peraturan Pemerintah

un 2019 tentang
aerah Kabupaten



2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor‘6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

13 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah

Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);

14 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019 tentang
Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan Sosial, Tambahan
Tunjangan dan Penerimaan lainya yang sah bagi Kepala
Desa dan Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2019 Nomor 67) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 6 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penghasilan Tetap,
Tunjangan lainya, Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan
dan Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020
Nomor 6);

15 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024 tentang
Standar Harga Satuan Pada Pemerintah Desa (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024 Nomor 12);

16 Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2025 Nomar 38);

17 Peraturan Desa Genuksuran Nomor 2 Tahun 2024 tentang
Rencana Jangka Menengah Desa Genuksuran Tahun
2020-2027 (Lembaran Desa Genuksuran Tahun 2024
Nomor 2 )

18 Peraturan Desa Genuksuran Nomor 6 Tahun 2025 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Desa GenuksuranTahun 2025
(Lembaran Desa Genuksuran Tahun 2025 Nomor 6);

19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran luran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
(113;:(;;1)& Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan D i
g:l?)nlt rangmigrasi Nou-;)or 7 gahlf: 2023 iiﬁgn?rgﬁ%gi:ﬁ

as Penggunaan Dana Des i i

Indonesia Nu:gngor 868 Tahun 2022);(Benta Nogara. Republik

21



rah

‘ bangunan Daer

' Menteri Desa dan  Pem / ik

= 'i‘he:tx\x:;;} Nomor 16 Tahun 2025 tentmgze ssc?;.\‘i“"
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desn 10025
Qg.gﬁ (Berita Negara Republik Indonesia Ta

mor 16); 20328
23 I;:xl’aturan} Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 20

tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
24 l;‘eraturan Menteri Keuangan Nomor XXX Tahun xt‘)‘l’i‘l):
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Repu

Indonesia Tahun xxxx Nomor Xxxx);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN
Dan
KEPALA DESA GENUKSURAN

MEMUTUSKAN

Menetapkar : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA GENUKSURAN TAHUN ANGGARAN 2026

Pasal 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa GENUKSURAN Tahun Anggaran 2026
adalah sebagai berikut :
2. Belanja Desa ‘ Rp 1.685.711.473,00
Surpuls/ Defisit Rp (15.350.473,00)
3. Pembiayaan
a. Penerimaan Pembiayaan Rp 20.350.473
b. .P?ngeluar‘an Pembiayaan Rp 5.000.000’83
Selisih Pembiayaan (a-b) Rp 15.350.473 00
Sisa Lebih/ (Kurang) Perhitungan Rp 0’00
Anggaran :

g
& APB Degg, a dimaksud dalam Pagal 2 memuat:

¢ Daftar p yertaan Modal;

ana cldmgﬂn;



d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.
Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APH
Desa.

Pasal 5

(1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan
bencana, keadaan darurat, dan mendesak.

(2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan
anggaran jenis belanja tidak terduga.
3

) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana,

keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya,
selanjutnya diusulkan dalam rancan
APBDesa.

yang
gan Peraturan Desa tentang Perubahan

(4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:

8. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan
tidak dapat diprediksi sebelumnya;

tidak diharapkan terjadi secara berulang;

L2~

berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
d. memiliki dampak yang signifikan terhada

pemulihan yang disebabkan oleh kejad
P€rmasalahan sosisal; dan

p anggaran dalam rangka
berskala lokal desa.

ian luar biasa dan/atay

Dalam hal terjad;

8 penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Dese pada tahun
berjalan
Y. keadaan yan

bela.nja; dan

Pasal 6

8 menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek

an dalam tahun berjalan
€sa  dapat mendahului
an

P perubahan APBDesa dengan melakukan
Memberi¢ €raturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan
ahukannyg kepada BPD.
i Pasal 7
ﬁulran Desai
ni mulaj berla
A ku pad

: a tanggal diundangkan,

etlap Ora

dalay, o ng Mmengetahuyj, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa inj
T8n Degg GENUKSURAN.



GENUKSURAN

1 di
Ditetapkan di ber 2025

Pada tanggal :31 Desem

KBPALA DESA,

T

ot

/%

Diundangkan di : GENUKSURAN
Pada tanggal + 31 Desember 2025
SEKRETARIS DESA

GESTY MEGALAKSARI WIDYA PANGESTIKA
LEMBARAN DESA GENUKSURAN NOMOR 5 TAHUN 2026



LAMPIRAN
PERATURAN
NOMOR 5 TAl

X NJA DES#
1ﬁ-\EI‘~I'~(‘3.-rC‘::‘lR)’\N PENDAPATAN DAN BELA

DESA GENUKSURAR
HUN 2025

A
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES

PEMERINTAH DESA GENUKSURAN

TAHUN ANGGARAN 2026
/
BDes: APBDes Awal
Jenis AP ANGGARAN KETERANGAN
KODE REK HRAIAN CRBL o e
2 3 O
1 ——
4, PENDAPATAN "
.000,
an. Pendapatan Asli Desa 863.660
42 Pendapatan Transfer 801.701.000.00
43 Pendapatan Lain-lain §.000.000,00
JUMLAH PENDAPATAM 1.670.361.000,00
8. BELANJA
51, Belanja Pegawai 429.675.528.00
52 Belanja Barang dan Jasa 699.890.620.00
53 Belanja Modal 506.945.325.00
54 Belanja Tidak Terduga 49,200.000,00
JUMLAH BELANJA 1.685.711.473,00
SURPLUS / (DEFISIT) (15.350.473,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1, Penerimaan Pembiayaan 20.350.473,00
LARE SILPA Tahun Sebelumnya 2035047300
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00
622 ..................................
Penyertaan Modal Desa 5.000.000.00
PEMBIAYAAN NETTC 16.350.473,00
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAMN 0,00
— — S %_______‘_
GEN (’,ﬁ“:“‘\\
IRQURAN, ~31-Decermber 2026
/ / iy 5 1.\“
A N\

—

% 3111212025 13 38 13

Halaman 1



LAMPTIRAN

PERATURAN DESA GENUKSURAN
NOMOR 5 TAHUN 202%

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DES/

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

PEMERINTAH DESA GENUKSURAN

TAHUN ANGGARAN 2026
Jenis APBDes : APBDes Awal
KODE
SUMBERDAMA
REKENING URAIAN T
(Rp)
1 2 3 P 5
4. PENDAPATAN
4.1, Pendapatan Asli Desa 863 560 000 00
4.2 Pendapatan Transfer 801 701 000.00
43, Pendapatan Lain-lain 5 000 000 00
JUMLAH PENDAPATAM 1.670.361.000.00
5. BELANJA
1 BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA 966 549.298.00
1.1. Penyelenggaran Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasionai 735.819.298,00
Pemerintahan Desa
1.1.01 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa 51 804 000 CO | 400 PAD
1.1.01 | 51, Belanja Pegawai 51 804 000.00
1.1.02 Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa 194 478 624.00 | ADD PAD
1.1.02 | 51 Belanja Pegawai 194 478 624 00
1.1.03 Penyediaan Jaminan Sosial bag: Kepala Desa dan Perangkat Desa 2881944 00 | ADD PaD
1.1.03 | 51, Belanja Pegawai 2881 544 00
1.1.04 Penyediaan Operasional Pemenntah Desa (ATK. Honor PKPKD dan PPK 246 080 050 00 | A00 DuL PAD
Ddl)
1.1.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 246 080 060 0C
1.1.05 Penyediaan Tunjangan BPD 31 800 000,00 | PAD
1105 | 5.4, Belanja Pegawai 31 800 000,00
1.1.06 Penyediaan Operasional BPD (rapat. ATK. Makan Minum_ Pakaan Seraga 170 00000 | PaD
m, Listrk dil)
1108 | 52 Belanja Barang dan Jasa 170 000 .00
1.1.07 Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW 3099000000 | PaD
1107 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3090 000 00
1.1.08 Penyediaan Operasional Pemenntah Desa yang bersumber dan Dana Des 112036800C | cos
a
1108 | 52 Belanja Barang dan Jasa 11 203 880,00
1190 Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa 14016000000 | PAD
WY sy, Belanja Pegawai 140.180.600.00
1181 Tunjangan Penjabat/Peiaksana Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa 17700 00000 | P20
1191 | 54 Belanja Barang dan Jasa 17 700 0CC 00
1182 Penyediaan Jaminan Sosial bagi Pekerja pada Pemenntah Desa selain AS 855056000 | 72D
N
1182 | 54 Belanja Pegawai 8550 960.00

T 1220z 1336 3



v—
KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp)
5
1 2 3 4
12 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa 71.272.000,00
ta2m Penyediaan Sarana (Asel Tetap) Perkantoran/Pemerintahan 71.272.000,00 | PBH
1201 | 53 Belanja Modal 71.272.000,00
13 Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik 7.600.000,00
dan Kearsipan
1302 Penyusunan, Pendataan. dan Pemutakhiran Profil Desa **) 7 600.000,00 | DDS
1302 | 52 Belanja Barang dan Jasa 7 600 000,00
14, Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan 87.202.000,00
dan Pelaporan
140 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes ( 642000000 | PAD
Reguler)
1401 | 82 Belanja Barang dan Jasa 6.420.000,00
1403 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll) 1.580.000,00 | PAD
1403 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1,580 000,00
1404 ;P:r'l)wsunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP 1.380.000.00 | PAD
1404 | 52 Belanja Barang dan Jasa 1.380.000,00
1407 Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masy 690.000,00 | PAD
1407 | 52 Belanja Barang dan Jasa 690.000,00
1410 Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjari 77.132.000.00 | PAD PBH
ngan Perangkat Desa, dan Pemil
1410 | 52 Belanja Barang dan Jasa o 77.132.000.00
15 Sub Bidang Pertanahan 64.656.000,00
s Sertifiasi Tanah Kas Desa 30.000.000,00 | P8H
150 |52 Belanja Barang dan Jasa 30.000.000.00
150 Adminstrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) 34 656.000.00 | PAD. PBH
1506 |52 Belanja Barang dan Jasa 34 656 000.00
| ¢ BIDANG PEL AKSANAAN PEMBANGUNAN DESA 53.343.004,00
- :‘" Sub Bidang Pendidikan 11.450.000,00
g - Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik De 9450 000.00 | PAD
82 {Honor, Pakaian dll)
P 291 ) <.
P 52 Belarya Barang dan Jasa 9.450.000,00
! L
- Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi 2.000.000.00 | PaD
lag || etene Borang dan Juse 2 000 000,00
| 224 Sub Bidang Kesehatan 62.310.000,00
'1 ::‘z:wm Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obal. Insentif, 6.000.000.00 | oos
| £ 28 |
{ [ i
220 f Beiana Barang dan Juss 6.000.000,00
Fen
226 yeieragaasn Posyandy (Mkn Tambanan, Kis Bumil Lamsia. Insenlif) 45.310.000,00 | DoS. PAD
LY 8
o e W5ang 0n doss 45 310 000,00
i VEIe"99aaan Desa Siags Kesehatan 11.000.000,00 | PAD
i3 Fena Barg d o
2L o e lass 11.000.000,00
p M
\\ Bidang Pekerisan Umum dan Penataan Ruang 274.583.004,00
N,}m 13 36 38

Halaman 2



ANGGARAN Suwe
URAMAN iRp)
REXEWNNG " 5
L : 3 o0s
15 000 000.00
2308 Prasarara Juar. Dess (Gorang gurarg Secnan Part Orara
o 15 00C 000.00
2305 | 52 WMMJ&- +5 00000000 | 0os
2311 Mmmmmmhw
2311 | 52 mmm“ 750 000,
2311 | s3 Beimnys Wiog 14 250 000 00
SAYS menmmmnmmmmnuz 50000000 | cos
3
2313 | 52 Beiane Barang car izgg 1 250 D00 00
2313 | 53 Beranys Yooy 23 7S50 00G 00
234 Mm&wwmnwﬂaﬂf&mgs TI0232000 | cos
o Al
23w | 52 Betana Barang cam Jags 7002 116.00
234 | 53 Bearye Wosa 128 04D 204 00
2315 Mmmnmmm.mmmm B¢ Sa0 s3a 00 ADD PAD
-’
2315 | 53 mmmxm 3878 T30 00
2318 § 53 Bislizmz Wosial B0 %83 950 op
s ummumm 5000 900 00
25 WLWWMH&M S 000 000 o 240
25@ {53 &me
i 128 950 909 9
L. 24905 t0g oy
e 2400000000 | sug
22%3 | 53 Beuna Barerg 2ar Jase 26 000 05 g
33 ummc—m 62.750.000,0
Iz Mmmwmwﬂw%m
L Oarrags Wilk Degg 55 000 000 20 tos
138 | o Bewne Banng s juss 275 000,00
3@
3 Betacys Wony 92&5%3;
33 MMWW“W% "ﬁ%w -
1im 52 s
e S ® 740 000 g
Semg 4% 300 000 g9
B, o . -~ e 3 190 00g o AU P
- PR Pu 3 790 000 g
o L Soarss Barang s, fug 880020006 | ooy
i MMWM 800 a5 0
et L B Barang s gny 0 80 90 o o
4 [ Ir— 2800 o gy
4“1
€28 "'.""""‘-"-ﬁ-"m




e AV 4 2 &

KODE URAIAN ANGGARAN SUMBERDANA
REKENING (Rp) -
1 2 3 3
42.04 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.000.000.00
4.3. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa 60.000.000,00
4.3.02 Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa 50.000.000,00 | PAD
43.02 | 52 Belanja Barang dan Jasa 50.000.000.00
4.5. Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM) 135.569.171,00
45,02 Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Kop 135.569.171,00 | oDS, PAD
erasi
4502 | 52 Belanja Barang dan Jasa 3.750.000,00
4502 | 53, Belanja Modal 131.819.171,00
5 BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE 49.200.000,0
51. Sub Bidang Penanggulangan Bencana 6.000.000,00
5.1.00 Kegiatan Penanggulangan Bencana 6.000.000,00 | pDs
51.00 | 5.4, Belanja Tidak Terduga 6.000.000,00
5.3, Sub Bidang Keadaan Mendesak 43.200.000,00
§.3.00 Penanganan Keadaan Mendesak 43.200.000,00 | pbs
5.3.00 | 54, Belanja Tidak Terduga 43.200.000,00
JUMLAH BELANJA 1.685.711.473,00
SURPLUS I (DEFISIT) (15.350.473,00)
6. PEMBIAYAAN
6.1, Penerimaan Pembiayaan 20.350.473,00
6.2 Pengeluaran Pembiayaan 5.000.000,00
PEMBIAYAAN NETTC 16.360.473,00
e i SR
e SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARA 0,00

Halaman 4




PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
KECAMATAN PURWODADI e
BADAN PERMUSYAWARATAN‘DESA GENUK S3ka.
JI. Kartini No.24 Genuksuran Telp. (0292) 42

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESIS‘\I
DESA GENUKSURAN KECAMATAN PURWODA
NOMOR ; &,/ BPD /X1 / 2025

TENTANG

MENJADI PERATURAN DESA

BADAN PERM USYAWARATAN DE

Menimbang a. bahwa setelah

Mengingat . 1 Undang-Undang Nomor 1
Daerah-daerah

Tengah;

Undang-undang Nomor 32 Tahunp 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara N » Sebagaimang telah beberapa
1di ir dengan Undang—Undang Nomor 12 Tahun
han kedua atas Undang—undang Nomor 32



Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

Keputusap in
Kepala Desa

TEMBUSAN. Diggyy,,

4 n

i

Bupati Gro

Geny

10 Tahun 2009
Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 10 Tahut

, . Yerangkal
tentang Kedudukan Keuahgan Kepala Desa dan Perang
Desa,;

e g 2011
10. Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan N‘-’m(.ﬁ g[ l;(I:\Ll;l:lli:{.cn
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Grobogan (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2011 Nomor 1 Serj A);

11. Peraturan Bupati Grobog;m Nomor 5§ Tahun 2008 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Bcrilu daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2008 Nomor 7 Seri E);
12. Keputusan Cam

at Purwodadi Nomor 144.1/15/'):007 Tglht.ll\
2007 tanggal 29 Nopember 201 | tentang Peresmian Anggota
Badan Permusyawaratan Desa Genuksuran;
13. Keputusan Bp

D Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi
Kabupaten Gobogan Nomor :

144.1 /111 BPD / 2008 tentang
Peraturan Tata Tertib BPD Desa Genuksuran Kecamatan
Purwodadi Kabupaten grobogan,

MEMUTUSKAN :

Menyetujui Penetapan Peraturan Desg Genuksuran
Purwodadi Kabupaten Grobogan lentang  Anggaran

dan Belanja Desg Genuksuran Tahun Anggaran 20
Peraturan Desa Gen g

Kecamatan
Pendapatan
26 menjadi

an Purwodadi Kabupaten
Grobogan sesuaj Berita Acara Rapat BPD Genuksuran Kecamatan
Purwodadji Kabupaten Grobogan tanggal 31 Dege
dengan sebagaimang terlampi

mber 2025

upakan bagian tak
terpisahkan

I yang mer
dari keputusan ini,

+ Keputusan inj mulai berlaky pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan dj :
Pada tangga] :

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

GENUKSURAN
KECAMATAN PURWOD

ADI
KABUPATEN GROBOGAN

GENUKSURAN
31 Desember 2025

KETUA
-7

AHMAD RUSNIM
disa

Mpaikan ke :
Ksuran, Pada Ytp

aikan : 3
bogan; kepada Yth, ;

Kabag Tatqa Peme

rsip,

rintahg
amat Purwodadi; N Setda Kab, Grobogan;



Lampiran I Keputusan BPD Genuksuran
Nomor : 44/ BPD / X/2025
Tanggal : 31 Desember 2025

BADAN PERM USYAWARATAN DESA
. GENUKSURAN
KETUA,

- e
L

AHMAD RUSNIM



Notor ’ i K [y | X/ ACaW
Tatppal @ 11 Desember 2025

BIRITA ACARA
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI KABUPATHEN GHOBOGAN

pada harl ini Rabu tanggal Tiga Puluh Batu bulan Dessmber Tahin Dua Iibu Dua
puluh Lima yang bertempat di Katilor Badan Permusyawaratan Desa,  Desa
Genuksuran Kecamatan Putwodadl Kabupaten Grobogan, Kami masing masing
yang bertanda tangan di bawah ini |

I Atas dasar daftar hadir tersebut angka I di atas,

1, AHMAD RUSNIM sebagal Ketua BPD

2. WAHYUNING PONCO BEJATI sebagal Walkil Ketiia

3, DIDIT PRASETYO, 8.PD sebagal Bekretarls

4. MUTTAQIN, 8.Pdi sebagal  Ketua  Bidang Jenyelenggaraan
Pemerintahan Desa Dan Permbinaan Kemasyarakatan

5. HADI WIRANTO sebagal Ketua Bidang Pembangunan  Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa

6. MUHAMMAD IKROM sebagal Anggota

7. SUMADI sebagal Anggota

8. AGUS SUPRIYONO sebagal Anggola

9. LINDA WIJAYANTI sebagal Anggota

i,

Telah melaksanakan Rapat BPD yang inembahas Peraturan Desa tentang
| Tahun 2026 dengan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Genuksurar
memperoleh  hasil dan mencatat  hal-hal  yang berhubungan  dengan

pelaksanaannya sebagal berikut |

1. Jumlah Anggota BPD yang hadir 9 (sembilan) o

2. Jumlah anggota BPD tidak hadir - Orang
3.Turut hadir Camat, Pemerintah Des, LPMD dan tokoh masyarakat

sebagaimana daftar hadir terlampir.,

rang (daftar hadlr terlampir),

muka berdasarakan TataTertib

Rapat BPD Genuksuran Kecamatan purwodadi  Kabupaten ()mhngm,!
dinyatakan sah karena dihadiri oleh sekurang-kurangnya s (Betengah) darl

Jumlah anggota BPD Desa Genuksuran Kecamatan Purwodadi,
Dalam Rapat BPD tersebut diadakan keglatarn mengenal |

L Membahas tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Clenuksuran
Tahun 2026

[ i
N diperoleh kata sepakat mengenai ¢

LM
lenyetujui tentang Anggaran Pendapatan dan Be

lanja Desa (Genuksuran
2 Tahun 2026 J

Praddviiiiigg




Demikian Bey
mestinya,

BADAN PERMUSY
KABUPATEN GR
NO.

1,
2.

3.

~

[ o @

_+

OBOGAN

______ NAMA
AHMAD RUSNIM

ita Acara Rapat BPD

AWARATAN DESA GEN

ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana

Genuksuran, 31 Desember 2025
UKSURAN KECAMATAN PURWODADI

WAHYUNING PONCO SEJATI

DIDIT PRASETYA, §.pp
MUTTAQIN, S. pd;

HADI WIRANTO

MUHAMMAD IKROM
SUMADI

AGUS SUPRIYONO

LINDA WIJAYANTI

KEDUDUKAN TAROA TANGAN
Ketua (% ;
Wakil Ketua 21&—
Sekretaris 3. f

Ketua Bidang

Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Dan Pembinaan
Kemasyarakatan

Ketua Bidang
Pembangunan Dan

Pemberdayaan
Masyarakat Desa
Anggota

Anggota

Anggota ’

Anggota




Lampiran 11l Keputusan BPD Genuksuran
‘Nomor : {4/ BPD /XII/ 2025
Tanggal : 31 Desember 2025

{

|
|
|
|
!
!
|
|

I

DAFTAR HADIR RAPAT
(ANGGOTA BPD)
Desa i+ Genuksuran
Kecamatan : Purwodad;
Kabupaten : Grobogan
Tanggal ¢ 31 Desember 2025
Tempat : Kantor Balaj Desa o
Acara Membahas tentan : g
Genikhiias Tahungzggggaran Pendapatan dan Belanja Desa
NO. NAMA KEDUDUKAN TANDA TANGAN
1. | AHMAD RUSNIM Ketua 1 %
2. | WAHYUNING PONCO SEJATI Wakil Ketua 2 f\”
3. | DIDIT PRASETYO, S.PD Sekretaris 3. c,
, -~ |
4, | MUTTAQIN, S.Pdi Ketua Bidang 4, e |
Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa
Dan Pembinaan
Kemasyarakatan
'5. | HADI WIRANTO Ketua Bidang D
‘& Pembangunan Dan %
Ii Pemberdayaan
Masyarakat Desa
5 | MUHAMMAD IKROM Anggota
17, SUMAD] Anggota
& |AGUS suPRIYONG ARggota
9,
7 | UNDA WigAYANTY Anggota
e .
- 1. Jumlah Anggota 9 (Sembilan)
2. Hadir 9 (Sembilan)
3. Tidak Hadir ’
4. Kuorum 100 %

GENUKSURAN, 31 Desember 2025

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
GENUKSURAN

e

AHMAD RUSNIM



Lamplran 1V ls‘upuumaf BIPD Genuksuran
Namaor 1%/ 5pp /X117 2025
Fanggal 1 31 Desember 2026

DAFTAR HADIR RAPAT
(PEMERINTAH DESA DAN UNDANGAN LAINNYA)

Dern U Qenulisuran
Kecamatan | Purwodad
Rabupaten | Grobogan
Tanggal f3 Desember 2026
x«mpnl : rtdnmil Desa Qonulauran
cara t Membahas tentang Anggaran -
Genuksuran Tahun 2“%% an Pendapalan dan Belanja Desa
NO NAMA JABATAN [ TANDA TANGAN
I Camat Purwodadi ¥
2. | MARMINAH, AMd.Keb Kepala Desa 2
Genuksuran
3. [QESTY MEQALAKSARI W.P | Bekretaris Desa 3.,[;‘#?
4, |EDHY HERI SUSANTO Kepala Dusun 4, 1
5. | SUNDARMO Kepala Dusun 5, C ,*?5/
6. |DICKY DWI P Kepala Dusun g
7. | UMI DARYATUN,S.Pd. Kasi pemerintahan 7, a’l’“’"‘“ﬂt
8' Z—/
8. [ATIK MURTININGSIH, A.Md. | Kaur TU Umum
9. | RENDRA AJI SAPUTRA Kaur Perecanaan 9.

S : —mrgn, 31 Desember 2025A
AWARATAN DES

RMUSY
BADAN PE()ENUKSUR’\N

AHMAD RUSNI




MERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

KECAMATAN PURWODADI

Jalan Kapten Rusdiyat IT No 54 Danyang

KEPUTUSAN CAMAT PURWODADI
NOMOR : 143/142/X11/2025

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GENUKSURAN
KECAMATAN PURWODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN

Menimbang

BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

CAMAT PURWODADI,

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (3)

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, kewenangan evaluasi APBDesa telah
dilimpahkan kepada Camat;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan
Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019 tentang
Kewenangan Bupati untuk mengevaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang APBDesa, Rancangan
Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa
didelegasikan kepada Camat;

bahwa Pemerintah Desa Genuksuran telah
menyampaikan ~ Rancangan  Peraturan  Desa
Genuksuran tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa Tahun Anggaran 2025 untuk
dilaksanakan evaluasi dan harmonisasi agar sesuai
dengan kepentingan umum, peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Desa
lainn_ya;
bahwa untuk maksud tersebut huruf a, huruf b, dan
huruf ¢ dj atgg perlu menetapkan Keputusan Camat
Purwodaqj tentang Hasil Evaluasi Rancangan

Peraturan pegg Genuksuran Kecamatan Purwodadi



Mengingat

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Degy
Tahun Anggaran 2026,

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);

Undang—Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Nomor 6914);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan Antarg Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang
Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6995);

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 10?,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6883);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahll.m
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun
2019 tentang Pemotongan, Penyetoran, dan
Pembayarap, luran Jaminan Kesehatan Bagi Kepala



10.

1.

12.

13

14,

15,

Desa dan Perangkat Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1802);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun
2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1496);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa( Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 2633)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan
Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman
Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan

Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 590);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023
tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Nomor 868 Tahun
2023);

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah
Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk
Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa
Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 1000);

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 108 Tahun 2024
tentang Pengalokasian Dana Desa setiap Desa
-Penggunaan dan Penyaluran Dana desa Tahun
anggaran 2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4
Tahun 2016 tentang Penataan dan Penetapan Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 4);

Peraturan Daeran Kabupaten Grobogan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Kewenangan dan Kelembagaan

De
; Sa (Lembarap Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
016 Nomor 5);



17,

18.

19

20.

21,

(Lembaran Daerah

2018 Nomor 5);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8
Tahun 2016 tentang Keuangan dan Aset Desa
(Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016
Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2016 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 8

Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

2021 Nomor 8);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 36 Tahun 2013
tentang Pelimpahan Wewenang Evaluasi Rancangan
Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Desa, serta Perhitungan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat (Berita
Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2013 Nomor 36);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 56 Tahun 2014
‘entang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014
Nomor 56) sebagaimana telah diubah dengan
Pera% Bupati Grobogan Nomor 14 Tahun 2016




22,

23,

24.

25.

26,

tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara
Pengalokasian Alokasi Dana Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 14);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun 2014
tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2014 Nomor 57)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 57 Tahun
2014 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari
Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2016 Nomor 15);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Peraturan Di
Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2015 Nomor 8);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 35 Tahun 2016
Pengelolaan Aset Desa sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Nomor 68 Tahun 2019
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Grobogan
Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pengelolan Aset Desa
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019
Nomor 68);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2017
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan
Tahun 2017 Nomor 18) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Bupati Grobogan Nomor 5 Tahun
2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 18 Tahun 2017 tentang Peraturan
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan
Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 5);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 39 Tahun 2018
tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah
Kabupaten Grobogan Nomor 6 Tahun 2016 tentang




4

28,

29,

30.

31

32

33,

Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan

Tahun 2018 Nomor 39);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 23 Tahun 2019
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak
Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Grobogan (Berita Daerah Kabupaten
Grobogan Tahun 2019 Nomor 23);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 32 Tahun 2019
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 32);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 66 Tahun 2019
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Dacrah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 66);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun 2019
tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan, Jaminan
Sosial, Tambahan Tunjangan dan Penerimaan lainya
yang sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (Berita
Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2019 Nomor 67)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati
Grobogan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan
Atas Peraturan Bupati Grobogan Nomor 67 Tahun
2019 tentang Penghasilan Tetap, Tunjangan lainya,
Jaminan Sosial, Tambahan Tunjangan dan
Penerimaan yang Sah Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun
2020 Nomor 6);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 18 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan
Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Daerah
Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 18);
Peraturan Bupati Grobogan Nomor 20 Tahun 2020
tentang Taca Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa
(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020
Nomor 20);

Peraturan Bupati Grobogan Nomor 11 Tahun 2022
ntang  Petunjuk Teknis Penyusunan Rencand
zzmb%m Jangka Menengah Desa, Rencana Kerja
- ba:::; Desa dan Pelaksanaan Kegiatan

Desa dan Pemberdayaan Masyarakat




ST v Desa (Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun

2022 Nomor 11);
34, Peraturan Bupati Grobogan Nomor 12 Tahun 2024
tentang Standar Harga Satuan Padg Pemerintah Desa

(Berita Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2024
Nomor 16);
s,

tentang pPersetujuan terhadap Rancangan Peraturan
Desa tentang Rancangan APBDeg untuk ditetapkan
menjadi Peraturan Desa.

2. Pemberian Nomor Peraturan Desa menunggu hasil

evaluasi.
3. Penulisan Peraturan Desa semua huruf diketik dengan

menggunakan jenis huruf Bookman Old Style dengan
Ukuran 12,

4. Karena peraturan desa tentang APBDes belum
ditetapkan maka untuk tahun-tahun mendatang
Penulisan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes
4gar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

% Halaman judul ditulis RANCANGAN PERATURAN

DESA, _
b) T&nggal Penetapan dan pengundangan agar tldj
diisj terlebih dahuly menunggu pemberian tangg

Pada saqt ditetapkannya APBDes.




v BERSERRR b. Aspek Legalitas yang meliputi :
1. Evaluasi pada diktum mengingat agar ditambahkan
peraturan perundang-undangan scbagai berikut :
1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2026;

1. Kode rekening 5.2.2.01.01 honor PBB 1 Paket supaya
disesuaikan dengan keutusan kepan BPPKAD Kab.
Grobogan Nomor 973/ 374/2021 tentang penggunaan
Dana Oprasional petugas pemungut pajak PBB
pedesaan dan perkantoran di desa yang bersumber

dari BHPRD:
e Petugas pemungut Rp 1.250,-

e Penyampai SPPT Rp 750,-
e Petugas pemungut dan penyetor Rp 1.000,-
2. Agar dianggarkan kegiatan Peningkatan kapas'itasi.
kelembagaan semula Rp 25.000.000,- diubah menjadi
Rp 15.000.000,-;
3 Kode rekening 3.2.03 Peringatan Indul Fitri Tingkat
Desa agar lebih di perjelas lagi penggunaan dananya;
% Kode rekening 1.4.10 dukungan pelayanan pilkades
agar di rincj kegunaanya;
Kode r ekening 5.2.2.01 Belanja Honor Tim Pelaksafla
Kegiatan agar di ubah menjadi Sidang Tim /Panitia,
“aikan dengan standarisasi Pelaksana jabatan




T Y sebesar Rp 120.000,-, Ketua Sebesar Rp 100.000,-,

KEDuA

KETIGA

Sekretarig Sebasra Rp 75.000.000,-, Anggota Sebesar
Rp 50.000,-;

2026 sebesar Rp 373.456.000,-,

2. Agar Pénggunaan Dang Desa disesuaikan dengan
Peraturan Menteri Desg dan Pembangunan Daerah
Tertingga) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2025

Tentang Petunjuk Oprasional Atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2026;



KEEMPAT |
* Keputusan ini mulaj berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada-tanggal 18 Desember 2025

ek
/f’/’(i-.\‘ po—
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4; szﬁh BPPKAD Kﬂ.b, Gro
5, ’nmmf Kab, G"’bﬂgan
6. Kasubag Umym i
7. tsip, '

bosan;
’

Kepegawajan Kec. Purwodadi:



Lampiran

Keputusan Camat Purwodadi
Nomor :143/142/XI11/2025
Tanggal : 18 Desember 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA GENUKSURAN WILAYAH
KECAMATAN PURWODADI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026

&. Aspek administrasi :

1, Pengiriman Ranperdes tentang RAPBDesa agar dilengkapi dokumen
Secara lengkap yaitu : Nota Pengantar dari Kepala Desa kepada BPD dan
Camat.

2. Karena Peraturan Desa tentang RAPBDesa belum ditetapkan dan
baru merupakan Rancangan, maka untuk tahun-tahun mendatang
halaman judul ditulis Rancangan Peraturan Desa.

3. Rancangan Peraturan Desa Tentang RAPBDesa dikirim kepada Camat
untuk dievaluasi harus dibahas terlebih dahulu dan mendapatkan

J persetujuan BPD.
b Aspek legalitas :

1. Peraturan Bupati Grobogan Nomor 38 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran
2026;

c. Aspek kebijakan :
1. Keadaan yang menyebabkan SilPA tahun sebelumnya harus digunakan

dalam tahun berjalan, yang penempatannya pada penerimaan
pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01

2. Pendapatan bunga dianggarkan di kelompok Pendapatan Lain-lain
dengan Kode rekening 4.3.6.01. Bunga Bank.

3. Biaya admin bank dianggarkan di Kegiatan Operasional Kantor Desa
dengan Kode rekening 5.2.5.99. Belanja Operasional Perkantoran

lainnya.

d. " Aspek Struktur Anggaran :
l. Lampiran 1 merupakan ringkasan rancangan dari seluruh rencana
anggaran yang ada, sehubungan hal tersebut setelah penyempurnaan

APBDesa jumlah per pos agar disesuaikan kembali.




o pg———

B’ A

2. Evaluasi lampiran 2 Rincian Bagian Anggaran yaitu :
1. Sumber Dana Dari PAD,ADD,dan BHPRD :
1. Kode Rekening 4.2.2, pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak dan
Retribusi Sebesar Rp 102.1 19.000,- agar di sesuaikan Menjadi
Rp 131.560.000,-;

2. Kode rekening 5.2.00 pengadaan seragam Perangkat supaya
dirubah jumlah dan Satuanya;

3. Kode rekening 5.2.2.01.01 honor PBB 1 Paket Supaya
disesuaikan dengan keutusan kepan BPPKAD Kab. Grobogan
Nomor 973/374 /2021 tentang penggunaan Dana Oprasional
petugas pemungut pajak PBB pedesaan dan perkantoran dj
desa yang bersumber dari BHPRD:

* Petugas pemungut Rp 1.250,-
¢ Penyampai SPPT Rp 750,-
e Petugas pemungut dan penyetor Rp 1.000,-

4. Kode rekening 5.2.2.01 Belanja Honor Tim Pelaksana Kegiatan
agar di ubah menjadi Sidang Tim /Panitia, seuaikan dengan
standarisasi Pelaksana jabatan sebesar Rp 120.000,-, Ketua

Sebesar Rp 100.000,-, Sekretaris sebasra Rp 75.000.000,-,
Anggota Sebesar Rp 50.000,-;

5. Kode rekening 1.4.10 kegiatan belanja ATK, Cetak
Penggandaan, Konsumsi kegiatan agar di rinci;

6. Kode Rekening 4.4.01 Belanja Rakon PKK agar diperinci
penggunaanya;

7. Agar dianggarkan kegiatan Peningkatan kapasitas kelembagaan
sebesar Rp 15.000.000,-,

4. Sumber Dana Darl Dana Desa
I Agar menyesuaikan Pagu Reguler Dana Desa Tahun 2026
sehesar kp 373.456.000,-.

2 Agar PEnggunaan Dana Desa disesuaikan dengan Peratumn_
Menteri Desa dan Pembangunan Dacrah ’Tenu_nggul Republik
Indonesia Nomor 16 Tahun 2028 Tentang WtFll\!llk Oprasional
Alas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026,




3. Kvaluasi lampiran 4 Rincian Bagian Pembiayaan yaitu :

a) Apabila terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran agar dimasukan

dalam bagian penerimaan pembiayaan dengan kode rekening 6.1.1.01

dan diinput secara terpisah per sumberdana.




